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ABSTRAK 
 
Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 40 
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur segala aspek untuk 
menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi seluruh warga negaranya tak terkecuali para 
pekerja di Indonesia. Pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta 
jaminan kesehatan BPJS dan pemberi kerja wajib bertanggung jawab mendaftarkan 
pekerjanya untuk memperoleh pelayanan atas jaminan kesehatan BPJS tersebut. 
Studi ini membahas tentang kewajiban pemberi kerja untuk mengikutkan pekerja 
dalam jaminan kesehatan BPJS karena implementasi di terdapat perusahaan yang 
belum mengikutkan pekerjanya dalam jaminan kesehatan BPJS. Jaminan kesehatan 
tersebut memberikan dampak positif bagi perusahaan berupa penghematan atas pajak 
terhutang PPh pasal 29 daripada pemberi kerja menyelenggarakan jaminan kesehatan 
mandiri. Dikarenakan biaya yang timbul dalam mengikuti jaminan kesehatan BPJS 
dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto pemberi kerja. Selain itu manfaat bagi 
pekerja adalah mendapatkan pelayanan medis dan non medis yang mencakup 
pelayanan promotif, prefentif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat serta bahan medis 
habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan. 
Kata kunci: Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS. 
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ABSTRACT 
 
In the 2004th, Indonesian government of Law No. 40 on National Social 
Security System which regulates all aspects to organize the Social Security for all of 
citizens not exception of workers in. The worker must be registered as participant of 
Health BPJS and the companies must be responsible to obtain service on Health 
BPJS of worker. This study discusses the responsibility companies to register worker 
on Health BPJS, but in implementation there are companies have not registered 
worker on Health BPJS. Health BPJS gave positive impact to companies that is 
income tax savings article 29 between the companies organize independently, due to 
cost register Health BPJS it can be decrease to gross income companies. Beside the 
benefit of worker are get medical and non medical service include service of 
promotive, preventive, curative, rehabilitative, drug services as well as medical 
consumable materials in accordance with the medical indications required. 
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